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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat
ditarik simpulan berikut:

1. Indonesia dan Malaysia telah membuat Perjanjian Bilateral yaitu Memorandum of
Understanding (MoU) 2006. MoU 2006 ini memiliki kelemahan dalam pasal-
pasal dan paragraf-paragrafnya, oleh karena itulah Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Malaysia meninjau ulang kerja sama tersebut dengan
mengeluarkan MoU 2011 tentang perubahan MoU 2006. MoU 2011 ini menjamin
kesejahteraan PRT yang bekerja di Malaysia.

2. Implementasi MOU 2006 Penempatan TKI dilakukan dengan beberapa tahap
yaitu pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Namun, dalam
proses penempatan pekerja domestik Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke
Malaysia masih belum terealisasi dengan baik, karena masih banyak TKI ilegal

yang dideportasi dan dipulangkan dari Malaysia.
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B. Saran

Berdasarkan dari hasil Simpulan penelitian ini dapat diambil beberapa saran antara

lain yang mungkin bermanfaat:

1. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia harus segera mengevaluasi sistem
kerjasama Bilateral dengan menyepakati MoU yang baru. Isi dari MoU harus
benar-benar tegas melindungi TKI dan mekanisme pengawasan yang benar-benar
mengawasi pekerja domestik Indonesia dilapangan. MoU harus lebih
mengedepankan perlindungan PLRT daripada kepentingan ekonomis kedua
negara serta Law enforcement (penegakan hukum) harus jelas dan tegas.
Pemerintah harus mendesak Pemerintah Malaysia untuk mengatur Undang-
undang Tenaga Kerja Rumah Tangga.

2. Perjanjian Bilateral tentang Rekruitmen dan Penempatan Pekerja domestik
Indonesia antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang hanya melakukan
kerjasama dengan dasar MoU yang dinilai tidak menjamin perlindungan hukum
bagi para pekerja dikarenakan istilah perjanjian ini tidak mengikat sehingga untuk
menjamin perlindungan bagi para TKI yang bekerja di Malaysia seharusnya
mengganti MoU menjadi Agreement,. kerana perjanjian Internasional ini sudah

mengikat secara hukum (legally binding).
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